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ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI
PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN PERAN
PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)

Oleh:
Prita Dilla Anggraeni

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi
informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran.
Metode pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling, dengan
jumlah sampel sebanyak 134 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian
ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji-F dan uji-t. Hasil
penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan
pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran,
dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi
Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Peran
Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

xii



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung
dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan
kebutuhannya, khususnya bidang pelayanan publik. Pemerintah telah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi
daerah untuk mendorong pelaksanaan sistem desentralisasi sebagai upaya
pembangunan negara. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti
pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber daya secara optimal. Desa merupakan unit sistem
pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk
menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Bentuk
kepedulian pemerintah terhadap desa berupa pemberian anggaran khusus
yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk Dana Desa.
Penyelenggaraan pemerintah desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang
pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara
praktik bukan hanya sekedar normatif. Adapun pengelolaan keuangan desa
meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 tahun 2005, adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan



pengelolaan keuangan desa akan semakin transparandan akuntabel, baik
dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan.

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai
informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat
dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar evaluasi. Dengan
demikian akan mempermudah pengambilan keputusan ekonomi untuk
pelaksanakan kegiatan di masa selanjutnya. Oleh karena itu penyampaian
laporan keuangan desa harus dapat dipertangung jawabkan dan disusun sesuai
standar akuntansi pemerintah yang berterima umum. Pemberian dana desa
merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan
otonomi desa.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bupati
Kabupaten Magelang berharap kepada pemerintah desa khususnya Kepala
Desa untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar sesuai tujuan
dan sasaran. Keseriusan pemerintah dalam meningkatan perekonomian dan
pembangunan desa dapat dilihat dari tingkat kenaikan dana desa yang
diberikan setiap tahunnya. Adapun dana desa yang dialokasikan oleh
pemerintah Pusat sebesar Rp20 triliyun pada tahun 2015, pada tahun 2016
Rp47 triliyun dan di tahun 2017 sebesar Rp60 triliyun. Berdasarkan PP
Nomor 43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah
minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi

Khusus (DAK).



Berdasarkan Laporan Hasil Pemerikasaan BPK masih ditemukan
adanya kelemahan terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Tengah
(Semarang.bpk.go.id). Permasalahan tersebut dikarenakan masih minimnya
pengetahuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa baik dari segi
perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu juga ditemukan bahwa
monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa masih belum optimal.
Sehingga masih perlu adanya regulasi dari pemerintah pusat khususnya
terkait pengawasan pengelolaan dana desa serta program pelatihan untuk
aparat desa.

Semakin besar Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat maka
semakin besar pula tanggungjawab bagi pemerintahan desa. Besar dana desa
yang diperoleh akan memicu terjadinya penyelewengan sehingga rawan akan
terjadinya korupsi. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
terkait praktik korupsi penggunaan dana desa selama tahun 2016 sampai
dengan 2017 telah ditemukan 110 kasus korupsi, dimana terdapat 107 pelaku
merupakan Kepala Desa (https://antikorupsi.org). Sedangkan hasil temuan
LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) tindak korupsi pada tingkat Desa
bukan karena tindak kejahatan Kepala Desa, namun karena ketidakpahaman
dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan
pengelolaan yang baik untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan Dana
Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kenaikan jumlah pengalokasian dana desa mewajibkan setiap Desa

dapat mengelolanya secara mandiri, efektif dan efisien. Kebijakan tersebut



memberikan konsekuensi terhadap pengelolaan yang harus dilakukan
berdasar prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko
penyimpangan, penyelewengan dan Kkorupsi. Adapun besar dana tiap
kecamatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2017

No Kecamatan Dana Desa Persentase (%0)
1 Salaman 15.859.221.000 5,55%
2  Borobudur 14.976.696.000 5,25%
3 Ngluwar 6.266.185.000 2,19%
4 Salam 9.311.645.000 3,26%
5 Srumbung 12.422.164.000 4,35%
6 Dukun 10.895.873.000 3,82%
7  Sawangan 11.985.140.000 4,20%
8 Muntilan 10.251.655.000 3,59%
9 Mungkid 11.069.661.000 3,88%
10 Mertoyudan 9.733.870.000 3,41%
11  Tempuran 11.903.620.000 4,17%
12 Kajoran 22.632.111.000 7,93%
13 Kaliangkrik 16.090.053.000 5,63%
14 Bandongan 9.889.129.000 3,46%
15 Candimulyo 15.174.794.000 5,31%
16 Pakis 15.947.135.000 5,58%
17 Ngablak 12.576.628.000 4,40%
18 Grabag 22.330.204.000 7,82%
19 Tegalrejo 16.116.194.000 5,64%
20 Secang 14.171.920.000 4,96%
21  Windusari 15.934.873.000 5,58%

Total 285.538.771.000 100,00%

Sumber : Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2017.
Berdasarkan tabel 1.1 dana desa terbesar di tahun 2017 diberikan

kepada Kecamatan Kajoran, sedangkan Kecamatan dengan perolehan dana
desa terendah adalah Kecamatan Ngluwar. Alokasi dasar dana desa yang

diberikan oleh pemerintah untuk tiap desa per kecamatan yang ada di



Kabupaten Magelang sebesar Rp720.442.000. Sedangkan besar dana desa
yang diterima setiap desanya berbeda berdasarkan tingkat kebutuhan masing-
masing desa. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 tahun 2018 pasal 6
menjelaskan bahwa besar dana desa yang diperoleh setiap desa didasarkan
oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kemiskinan, letak geografis, luas wilayah
dan jumlah penduduk. Adapun presentase pembagian dana desa tersebut yaitu
untuk alokasi dasar sebesar 77% dari Pagu anggaran, dan untuk alokasi
formula sebesar 20%, serta 3% untuk alokasi afirmasi diperuntukan bagi desa
tertinggal dan desa dengan penduduk miskin terbanyak.

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kajoran antara lain
banyaknya perangkat desa yang masih minim pengetahuan tentang regulasi
dan aturan pengelolaan dana desa. Hal ini mengakibatkan penyelesaian
laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa tahap pertama di
Kecamatan Kajoran mengalami keterlambatan pelaporan. Selain itu pada
salah satu desa yang ada di Kecamatan Kajoran terindikasi adanya tindakan
penyelewengan, dimana transparasi dana pembangunan tidak jelas serta
pemanfaatan dana desa juga tidak terbuka. Kacamatan Kajoran merupakan
salah satu kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Magelang dengan luas
wilayah 83,41km? yang terbagi atas 29 Desa (sumber: Badan Pusat Statistik
Kabupaten Magelang). Adapun besarnya anggaran dan realisasi capaian

untuk dana desa di kecamatan Kajoran pada tahun 2017 sebagai berikut:



Tabel 1.2

Rincian Dana Desa Kecamatan Kajoran

No Desa Anggaran Realisasi
1 Wonogiri 787.613.000 787.613.000
2 Kwaderan 789.545.000 632.662.409
3 Madukoro 757.165.000 651.161.900
4 Bumiayu 758.217.000 598.991.430
5 Madugondo 748.169.000 748.169.000
6 Ngargosari 760.788.000 707.532.840
7 Ngendrosari 758.874.000 758.874.000
8 Lesanpuro 775.764.000 775.764.000
9 Banjaretno 781.594.000 758.146.180
10 Krinjing 793.758.000 730.257.360
11 Bangsri 761.772.000 761.772.000
12 Wadas 758.528.000 758.528.000
13 Kajoran 788.961.000 788.961.000
14 Mangunrejo 759.836.000 759.836.000
15 Sambak 768.072.000 752.710.560
16 Bambusari 762.329.000 724.212.550
17 Wuwuharjo 807.639.000 484.583.400
18 Pandansari 774.091.000 774.091.000
19 Pandanretno 809.358.000 809.358.000
20 Krumpakan 760.161.000 585.323.970
21 Banjaragung 767.470.000 735.159.513
22 Sangen 754.641.000 754.641.000
23 Pucungroto 785.005.000 706.504.500
24 Sidorejo 766.622.000 452.306.980
25 Sidowangi 755.102.000 407.755.080
26 Sukomulyo 790.596.000 790.596.000
27 Sukorejo 778.861.000 778.861.000
28 Sutopati 904.222.000 851.777.124
29 Sukomakmur 867.358.000 589.803.440
Jumlah 22.632.111.000  20.415.953.236

Sumber : Peraturan Bupati Magelang

Kecamatan Kajoran memperoleh dana desa yang cukup besar setiap
tahunnya. Akan tetapi rendahnya pemahaman perangkat desa menjadikan
penatausahaan dan pengelolaan dana desa di Kecamatan Kajoran belum dapat

dilakukan secara optimal. Permasalahan ini memicu terjadinya laporan



keuangan yang tidak akuntabel, yang dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman
aparat tentang pengelolaan dana desa. Penerimaan dana desa yang cukup
besar membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat terhindar dari
penyelewengan. Pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel
diharapkan mampu mengubah kondisi pemerintahan menjadi demokratis dan
lebih  baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan
meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai wujud komitmen
pemerintah desa terhadap pelayanan publik.

Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Pengelolaan
keuangan pemerintahan desa yang akuntabel, selalu berhubungan dengan
anggaran pemerintah daerah. Wujud dari penganggaran otonomi daerah
adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien,
efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Proses
operasional anggaran harus dilakukan dengan baik dan benar, oleh karena itu
diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten, handal serta
bertanggunngjawab. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki
oleh pemerintahan desa maka akan meningkatkan pula akuntabilitas dalam
pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh Irma
(2015) menemukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa memiliki beberapa

kendala karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Hal tersebut



sejalan dengan penelitian Setiawan, dkk (2017) bahwa lemahnya sumber daya
aparat desa merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa.
Sedangkan penelitian dari Prasetya, dkk (2017) menunjukkan bahwa
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap
sistem keuangan desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa
adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparat desa dalam
mengolah data baik dari tahap perencanaan hingga ke pelaporan. Dengan
bantuan teknologi informasi maka informasi yang ada akan lebih mudah
didapatkan dan diolah, sehingga dapat lebih membantu tugas aparat desa.
Penelitian terdahulu yang dilakukan Sugiarti & Yudianto (2017)
menunjukkan adanya pengaruh signifikan untuk pemanfaatan teknologi
informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitupula penelitian
yang dilakukan oleh Jannah, dkk (2018) menemukan bahwa penggunaan
teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa.

Selain itu partisipasi penganggaran juga merupakan hal penting dalam
menjalankan pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam suatu
pengambilan keputusan atas program yang dilakukan, menjadikan aktivitas
yang dilakukan pemerintah desa lebih terbuka. Partisipasi anggaran juga
dapat menjadi media pengendalian internal atas program yang terkait dengan

pendanaan. Penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa



partisipasi  penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dewi &
Gayatri (2019) pada Kabupaten Karangasem juga memberikan hasil bahwa
partisipasi  penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian Kartika (2012)
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh dalam mengelola
alokasi dana desa di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

Pengawasan juga diperlukan untuk memantau kinerja pemerintahan
desa. Adanya pengawasan dapat membantu terlaksananya kegiatan sesuai
dengan yang diharapan, serta akan meminimalisir terjadinya penyelewengan.
Penelitian Istigomah (2015) di Desa Ringintunggal menunjukkan hasil bahwa
kinerja BPD kurang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa. Adapun penelitian Wibowo (2017) memberikan hasil bahwa
kurangnya peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi
dana desa menjadikan pengawasan terkait pembangunan menggunakan dana
desa kurang optimal. Sedangkan penelitian Lolowang, dkk (2018)
menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat berpengaruh signifikan
terhadap pengelolaan dana desa.

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa didukung oleh
peran perangkat desa. Keterlibatan perangkat desa dalam mengelola keuangan
desa menjadikan lebih terbuka dan transparan. Penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Indrianasari (2017) dalam penelitiannya memberikan hasil

bahwa peran perangkat desa cukup berperan dalam akuntabilitas pengelolaan
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dana desa. Wulandari, dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa terjadinya suatu
konflik peran pada perangkat desa mempengaruhi peran perangkat desa yang
tidak sesuai dalam pengelolaan kuangan desa. Sedangkan Saragih & Kurnia
(2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
perangkat desa dengan pengelolaan keuangan desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sapartiningsih, dkk (2018)
adalah sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,
dengan menggunakan semua variabel. Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya yaitu, Pertama menambahan variabel tentang Peran
Perangkat Desa yang diambil dari penelitian (Setiana & Yuliani, 2017).
Dipilihnya variabel Peran Perangkat Desa dikarenakan dana desa merupakan
amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan Desa
untuk dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara benar. Selain itu
berdasarkan fenomena yang ada, pengelolaan dana desa selama ini masih
kurang optimal dikarenakan kurangnya peranan dari perangkat desa. Setiap
aktivitas harus dilaksanakan dengan tertib dan dapat di pertanggungjawabkan,
agar dapat memberikan keyakinan kepada pemerintah selaku pemberi amanah
kepada desa. Dengan demikian Peran dari Perangaka Desa sendiri cukup
andil dalam mengelola keuangan desa agar dapat terwujud pengelolaan dana
desa yang akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Desa, Perangakat Desa wajib membantu dalam pengelolaan dana desa, dan

tidak adalagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk
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kepentingan sepihak. Berdasarkan Stewardship Theory (Donaldson & Davis,
1989) yang menyatakan bahwa steward tidaklah termotivasi oleh tujuan
individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk
kepentingan organisasi. Principals memberi amanah kepada steward yaitu
perangkat desa, dimana kepala desa bertanggung jawab sebagai pengambil
keputusan terhadap aktivitas perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan
dana desa untuk nantinya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Peran
dari Perangkat Desa ini dibutuhkan agar pengelolaan keuangan lebih
akuntabel dan transparan. Sehingga dapat lebih meminimalisir tindakan
penyelewengan dalam pengalokasian dana desa dari Pemerintah. Apabila
selurun perangkat pemerintahan desa sudah ikut berperan dalam
pengalokasian dana desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa
terwujudkan serta pelaporan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat
lebih jujur dan terbuka.

Kedua, lokasi penelitian ini dilakukan pada seluruh desa yang ada di
Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang terdiri dari 29 Desa. Alasan
melakukan penelitian di Kecamatan Kajoran dikarenakan perolehan dana
desa setiap tahunnya mendapatkan alokasi terbesar diantara kecamatan lain
yang ada di Kabupaten Magelang. Akan tetapi pengelolaan dana desa
dirasakan masih kurang optimal. Berdasarkan data dari Pemerintah
Kabupaten Magelang realisasi capaian output untuk dana desa di Kecamatan

Kajoran hanya sebesar 90% dari dana yang dianggarkan. Atas pencapaian
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tersebut akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kajoran sudah
dapat dikatakan baik.

Kendala atas kurang optimalnya pengelolaan dana desa di Kecamatan
Kajoran dikarenakan sumber daya manusia masih terbatas dalam hal
pemahaman pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa. Hal tersebut
mengakibatkan keterlambatan penyelesaian laporan konsolidasi realisasi
penyerapan dana desa tahap pertama untuk Kecamatan Kajoran. Selain itu
salah satu desa yang ada di Kecamatan Kajoran terindikasi adanya tindakan
penyelewengan dana pembangunan serta adanya penyalahgunaan dana desa.
Dengan demikian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di

Kecamatan Kajoran masih perlu ditingkatkan.

Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

3. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa ?

4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa ?

5. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa ?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya
manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi
informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Partisipasi Penganggaran
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengawasan terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5. Untuk mengujidan menganalisis pengaruh Pemahaman Perangkat Desa

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Kontribusi Penelitian
1. Kontribusi Teoritis
Melalui hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur untuk
pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak lain.
2. Kontribusi Praktis
Bagi pemerintah penelitian ini menjadi suatu referensi mewujudkan Good
Government and Good Governance. Sedangkan Pemerintah Desa di
Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, penelitian ini diharapkan
menjadi referensi bagi pegawai maupun pihak yang ada dalam

Pemerintahan Desa agar senantiasa bekerja secara transparan.
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E. Sistematika Pembahasan

BAB | Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika
pembahasan.

BAB Il Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis, menjelaskan
uraian landasan teori yang mendasari, pengelolaan dana desa, akuntabilitas,
kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,
partisipasi penganggaran, pengawasan, dan peran perangkat desa serta
pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, telaah penelitian
sebelumnya, perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB Il Metode Penelitian, berisi uraian mengenai populasi dan
sempel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian
dan pengukuran variabel, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan statistik deskriptif
variabel penelitian , hasil pengujian validitas dan reliabilitas, hasil pengujian
hipotesis serta pembahasan yang didapat dari uji yang telah dilakukan.

BAB V Kesimpulan, menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian

dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Stewardship (Stewardship theory)

Stewardship theory merupakan bagian dari teori agency, menurut
(Donaldson & Davis, 1989) teori stewardship menggambarkan suatu
keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan
organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan
individu. Teori stewardship didasari atas teori psikologis serta sosiologi
para pemikir akuntansi manajamen. Teori stewardship memberikan sebuah
asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung
jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang
dilakukannya. Berdasarkan teori stewardship menggambarkan hubungan
yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan
organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas steward dan
principal.

Tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik
menjadikan principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-
fungsi pengelolaan. Sehingga diperlukan adanya pemisahan antara fungsi
kepemilikan dan fungsi pengelolaan, keterbatasan yang dimiliki principal
mengakibatkan adanya pemberian amanah terkait pengelolaan sumber
daya tersebut kepada Steward. Teori stewardship menjelaskan bentuk

pola kepemimpinan dan hubungan atasan dengan bawahannya dalam

15
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sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Stewards) cenderung termotivasi untuk berlaku sesuai
keinginan dari Pemerintah (principals). Menurut Teori stewardship
kepentingan bersama adalah dasar seorang Stewards malakukan tindakan.
Sehingga apabila terdapat perbedaan kepentingan antara principals dan
stewards, maka steward akan berusaha bekerjasama untuk bertindak
sesuai dengan tindakan principals dan demi kepentingan bersama agar
tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam Stewardship theory adalah
stewards menyelaraskan tujuan sesuai tujuan principals namun bukan
berarti steward tidak memiliki kebutuhan.

Penerapan Teori stewardship digunakan karena kepercayaan dari
principals yang diberiksan kepada Pemerintah Desa (Stewards) dapat
terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang
muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya. Penggunaan teori
Stewardship pada organisasi Pemerintahan Desa adalah untuk
mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor
publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya,
memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan
apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk

mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal.

2. Pengelolaan Dana Desa
Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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(APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Tujuan dari
pengalokasian dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa adalah dana yang
disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten atau kota sampai akhir
tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran
APBDesa.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana
desa berdasarkan Peraturan Pemerintahn Nomor 60 Tahun 2014 harus
dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan
kepentingan masyarakat setempat. Dana desa merupakan salah satu
sumber pendapatan desa yang tertuang dalam APBDes sehingga
merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa, Direktorat Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan panduan bagi desa dalam

menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:
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a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastrukturatau
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan
dan permukiman.

b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan masyarakat.

c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan, sosial dan budaya.

d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan
dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.

e. Pembangunan dan pengembangan sarana - prasarana energi
terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap
kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis desa di setiap Kabupaten atau Kota. Adapun pengalokasian
Dana Desa dilihat berdasarkan :

a. Jumlah penduduk desa (25%),

b. Angka kemiskinan desa (35%),

c. Luas wilayah desa (10%),

d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%).

3. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dorongan psikologi yang

membuat seseorang berusaha untuk mempertanggungjawabkan semua
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tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya. Ada tiga
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu.
Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan
tesebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang
mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan
tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut (Libby, R. dan Luft, 1993)
dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan
akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan
sesuatu.

Kedua, seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk
menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi
mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan
akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, seberapa
yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan.
Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain
dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan
pekerjaan yang lebih berkualitas. Menurut (Tan, 1990) seseorang dengan
akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa
pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor atau manajer atau
pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas
rendah.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik

merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan
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pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada
pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam
yaitu :

a. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih

tinggi (akuntabilitas vertikal),
b. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas

horizontal).

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusai merupakan karakteristik dari seseorang
yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk
melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi, 2005). Kompetensi adalah
kombinasi antara keterampilan, atribut personal, dan pengetahuan yang
tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan
dievaluasi. Kompetensi Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber
daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang
diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman
yang cukup memadai (Abdul, 2010). Penerapan sumber daya manusia
berbasis kompetensi dapat dilihat dari keseluruhan proses penilaian
terhadap kinerja karyawan. Peningkatan kualitas sumber daya pegawai

menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan
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berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
profesionalisme.

Jika sumber daya manusia semakin berkualitas maka Kkinerja
operasional pegawai juga akan meningkat, sehingga akan melahirkan
komitmen yang kuat pada setiap karwayan. Karakteristik mendasari
seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.
Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, akan
mengalami kendala dalam bekerja dan mengakibatkan pemborosan bahan,
waktu, dan tenaga. (Blanchard & Thacker, 2004)menyebutkan bahwa
kemampuan seseorang tercermin dari seberapa baik orang tersebut dalam
melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu
peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu

strategi bisnis.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan
oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya,
pengukurannya  berdasarkan intensitas  pemanfaatan, frekuensi
pemanaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan
(Thompson, etal, 1991). Mortensen (1988) mengemukakan bahwa
teknologi informasi telah menjadi suatu komponen yang tidak terpisahkan
dari mekanisme suatu organisasi. Akan tetapi dengan program yang

begitu canggih dan memadai perlu adanya dukungan dari personel yang
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terlatih. Pasalnya dengan banyak program yang tersedia, namun akan sulit
sekali jika digabung dengan personal yang tidak terlatih.

Pemanfaatan teknologi informasi dikembangakn menjadi fungsi
dari organisasi, personal, sistem teknologi informasi dan perlengkapan
dalam melakukan processing. Teknologi informasi juga bermanfaat dalam
bidang akuntansi, (Supriyono, 1997) akuntan mempunyai sikap positif
dan dukungan yang baik terhadap teknologi komputer untuk pengolahan
data dan kepentingan audit. Terdapat sebuah hubungan antara efektivitas
dari penggunaan teknologi informasi dengan hasil yang diharapkan dari
pemanfaatannya tersebut. Baik efektivitas sendiri maupun ekspektasi hasil
yang diharapkan akan berpengaruh pada emosional individu dan reaksi
perilaku terhadap teknologi informasi.

Kinerja individual yang dicapai berkaitan dengan pencapaian
serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi
yang ada. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan
implikasi kinerja yang lebih baik pada sistem informasi. Pemanfaatan
teknologi informasi sebagai upaya pengendalian internal terhadap
pengawasan program agar Kinerja orgaisasi dapat dijalankan secara efektif

dan efisien.

6. Partisipasi Penganggaran
Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan
dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan

moneter (Ulum, 2004), sehingga anggaran dapat mengestimasikan
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aktivitas instansi di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan
pemerintahan Desa yang akuntabel, tidak bisa lepas dari anggaran
pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2004)
yaitu wujud dari penganggaran otonomi daerah adalah pemanfaatan
sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan
merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk
mengerahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan,
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Munawar, 2006)
menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan pada
luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami
anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat
pertanggungjawaban anggaran. Partisipasi anggaran meningkatkan
identifikasi para karyawan tidak hanya dengan sasaran anggaran tapi juga
dengan tujuan organisasi karena komitmen organisasi mencakup
penerimaan dan kepercayaan akan nilai dan tujuan organisasi.

Oleh karena itu partisipasi anggaran dapat meningkatkan
komitmen organisasi. Sehingga apabila para pemerintah daerah diberi
kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka secara

tidak langsung akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi.

7. Pengawasan
Pengawasan adalah upaya sistematik untuk menetapkan standar

untuk merancang suatu sistem umpan balik, membandingkan Kinerja
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aktual dengan standar, mendeteksi terjadinya penyimpangan serta
mengambil suatu tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa sumber data
yang digunakan telah efektif dan efisien (Anggraeni, 2014). Melalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang
telah ditetapkan guna mencapai suatu tujuan. Pengawasan berhubungan
erat dengan adanya evaluasi suatu kegiatan yang mana akan dapat
diketahui sejauh mana tercapai suatu kegiatan dan seberapa besar
penyimpangan yang terjadi. Pengawasan pada tingkat pemerintahan
dilakukan oleh sebuah lembaga yang bertugas memeriksa dan
mengevaluasi. Salah satu badan yang bertugas melakukan pengawaan
khususnya dalam hal keuangan yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan,
sedangkan untuk tingkat pemerintahan Desa pengawasan dilakukan oleh
Badan Permusyawaratan Desa. Adapun tugas pokok dari Badan
Permusyawaratan Desa yaitu :
a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap
tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 pasal 48 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib
menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa di setiap tahun anggaran.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 51
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menjelaskan bahwa keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
harus memuat pelaksanaan peraturan desa. Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan digunakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan Kinerja

Kepala Desa.

8. Peran Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki
peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui
desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang
terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan
aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat
desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan
segala sumber daya yang kita miliki secara baik yang bercirikan
demokratis juga desentralistis. Perangkat Desa dipimpin oleh kepala desa
yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa
dibantu oleh Perangkat Desa yang telah memiliki tugas masing-masing

seperti halnya :

a. Sekretariat
Sekretariat berkedudukan dibawah kepala desa dan bertugas
membantu kepala desa pada bidang pelayanan teknis administrasi.
Pada implementsinya sekretaris desa sendiri dibantu oleh staf umum

dan staf keuangan.
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b. Bagian Teknis
Bagian teknis berada di bawah kepala desa dan bertanggungjawab
kepada kepala desa, bagian teknis dipimpin oleh seorang KAUR
(Kepala Urusan) yang terdiri atas urusan ekonomi dan pembangaunan,
urusan kesejahteraan rakyat dan sosial, serta urusan pemerintahan.

c. Bagian Wilayah bertugas untuk
1) Penyelenggarana pemerintahan tingkat Dusun
2) Membina kehidupan masyarakat Dusun
3) Membina perekonomian Dusun
4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Dusun
5) Mendamaikan perselisishan Masyarakat Dusun

6) Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Desa.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
No Namq . Judul Penelitian Hasil Penelitian
Peneliti
1 Sugiarti & Analisis faktor seperti Fakor kompetensi sumber
Yudianto  Kompetensi Sumber Daya daya manusia,
(2017) Penganggaran terhadap pemanfaatan teknologi

Akuntabilitas Pengelolaan dan partisipasi anggran
Dana Desa (Studi Empiris berpengaruh  signifikan

Kebupaten terhadap akuntabilitas
Karawang)Manusia, pengelolaan dana desa.
Pemanfaatan teknologi

Informasi, dan Partisipasi
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Penelitian sebelumnya
(lanjutan)
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Nama
Peneliti

Judul Penelitian

Hasil penelitian

Setiana &
Yuliani,
(2017)

Indrianasa
ri, (2017)

Prasetya,
dkk
(2017)

Jannah,
dkk
(2018)

Saragih &
Kurnia,
(2017)

Pengaruh Pemahaman dan
Peran Perangkat Desa
Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa (Studi
Empiris Kecamatan
Mertoyudan Kabupaten
Magelang)

Peran Perangkat Desa dalam
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa (Desa
Karangsari, Kecamatan
Sukodono)

Pengaruh Kompetensi Sumber
Daya Manusia, Pemahaman
dan Pengawasan terhadap
Kualitas Sistem Keuangan
Desa di Kabupaten Buleleng

The Influence of Human
Resources, Use ofe
Information Technology and
Public Partisipation to the
Transparancy and
Accountability of Village
Financial Management

Pengaruh Perangkat Desa dan
Sistem Akuntansi Keuangan
Desa Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa
Kebupaten Serang

Peran perangkat desa
berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa,
sedangkan  pemahaman
perangkat desa tidak
berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan
dana desa.

Perangkat cukup
berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa.

desa

Kompetensi sumber daya
manusia berpengaruh
negatif signifikan terhadap
sistem keuangan desa,
sedangkan ~ pemahaman
dan pengawasan
berpengaruh positif
signifikan terhadap
kualitas sistem keuangan
desa.

Sumber daya manusia,
penggunaan teknologi
informasi dan partisipasi
masyarakat berpengaruh
positif signifikan terhadap
transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa.

Perangkat desa dan sistem
akuntansi keuangan desa
berpengaruh  signifikan
terhadap terhadap
pengelolaan keuangan
desa.
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Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)
No Nama_ . Judul Penelitian Hasil Penelitian
Peneliti
7 Sapartinin  Analisis Pegaruh  Kompetensi sumber daya
gsih, Kompetensi Sumber  manusia, pemanfaatan
dkk(2018) Daya Manusia,  teknologi, partisipasi
Pemanfaatan Teknologi  penganggaran dan
Informasi, Partisipasi  pengawasan berpengaruh
Pengaggaran, dan  positif signifikan terhadap
Pengawasan  Terhadap  akuntabilitas pengelolaan
Akuntabilitas dana desa.
Pengelolaan Dana Desa.
8 Dewi & Faktor — Faktor Yang Kompetensi
Gayatri, Berpengaruh Pada  kepemimpinan, dan
(2019) Akuntabilitas partisipasi masyarakat
Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2019

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas
Pengelolan Keuangan Desa.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari
pemikiran dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh setiap individu (Hasibuan,
2003). Kompetensi Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya
manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan
kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang
cukup memadai (Abdul, 2010). Sumber daya manusia harus berisi
tingkatan keahlian yang diperlukan,

perilaku etis dan integritas.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas terkait kemampuan
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seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu
dalam sebuah organisasi agar tercapai suatu tujuan harus memiliki
sumberdaya manusia yang kompeten.

Pada organisasi tingkat pemerintahan desa sumber daya manusia
terdiri atas perangkat desa dan staffnya. Pemerintah Desa (steward)
mempunyai kewajiban mengelola sumber daya atau dana desa yang
diberikan oleh pemerintah. Sedangkan Pemerintah sebagai principals akan
selalu mengontrol kinerja dari perangkat desa dalam mengeloladana desa
yang diamanahkannya. Semakin handal kompetensi sumber daya manusia,
maka akan semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar
belakang pendidikan, pelatihan, keterampilan serta pelaksanaan tugasnya.
Apabila pada sebuah Pemerintah Desa terdiri atas sumber daya manusia
yang kompeten, maka mereka akan cenderung bertindak sesuai dengan
aturan dan tugas yang diberikan. Sumber daya manusai yang kompeten
akan melakukan tugasnya dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki
berdasarkan apa yang telah diamanahkannya. Selain itu mereka juga akan
melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada demi tercapainya tujuan dan
sasaran. Sehingga semakin kompeten sumber daya manusia yang dimiliki
olen suatu organisasi maka pencapaian tujuan terkait akuntabilitas
pengelolaan dana desa akan semakin mudah tercapai.

Hasil penelitian dari Irma (2015), Setiawan, dkk (2017), dan

Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa sumber daya manusia
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berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sumber
daya manusia yang kompeten dapat lebih bertanggungjawab dalam
melakukan aktivitas dan tugas. Sehingga semakin kompenten kualitas
sumber daya manusia, maka akan semakin baik pula akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan
hipotesis:

H1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap akuntabilitas
Pengelolan Keuangan Desa.

Teknologi informasi digunakan oleh sebuah organisasi untuk
pemrosesan, dan penyimpanan informasi, serta berfungsi sebagai
penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat
meringankan dan membantu tugas yang dilakukan sepertihalnya
penyusunan laporan keuangan. (Rahadi, 2007) menyatakan bahwa
Teknologi Informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang
dalam menghemat waktu maupun tenaga. Begitupula pada tingkat
pemerintahan desa, pemanfaatan teknologi digunakan oleh aparat desa
dalam mengelola data dan menyimpan informasi. Teknologi informasi ini
juga dapat digunakan sebagi media meminimalisir kesalahan yang terjadi,
baik yang disengaja ataupun yang disengaja.

Berdasarkan Stewardship theory, principals yaitu pemerintah
berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dari

Pemerintahan Desa (steward). Oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki
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kewajiban membuat laporan sesuai dengan peraturan serta tidak
mengandung unsur yang membingungkan bagi para pemakai laporan
keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa
nantinya akan diberikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi.
Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi menjadikan laporan
keuangan disusun secara lebih andal dan relevan. Teknologi informasi
mempermudah integrasi pelaporan dari Pemerintah Desa (steward) ke
Pemerintah (principals). Dengan demikian pemanfaatan teknologi
informasi  akan meminimalisir  keterlambatan  pelaporan  kinerja
pengelolaan dana desa.

Penelitian Sugiarti & Yudianto (2017), Jannah, dkk (2018) dan
Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa. Pemanfaatan teknologi informasi menjadikan informasi yang didapat
semakin relevan dan pendistribusian infromasi lebih efektif. Sehingga
dengan demikian akan meminimalisir kecurangan dalam pengalokasian
dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

H2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Partisipasi penganggaran terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa

Kenis (1979) menyatakan bahwa partisipasi anggaran adalah
tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran dan pengaruh

anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban manajer yang
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bersangkutan. Anggaran dibutuhkan oleh organisasi dalam hal
perencanaan, memperjelas kebijakan, mempererat hubungan antar
karyawan dan menciptakan keselarasan tujuan perusahaan. Keterlibatan
karyawan dalam perencanaan, penyusunan, serta pengoperasian anggaran
menjadikan keterbuakaan dalam hal financial suatu organisasi. Partisipasi
penyusunan anggaran menunjukkan luasnya partisipasi aparat pemerintah
daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan
pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian
dapat lebih meminimalisir tindakan penyelewengan yang mungkin terjadi.

Jika dihubungkan dengan Stewardship theory, principals yaitu
Pemerintah memerlukan adanya partisipasi dalam melakukan perencanaan
anggaran terkait dana desa. Hal ini dilakukan agar anggaran yang dibuat
selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan angggaran terkait
dana desa dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat
setempat. Selain berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka
masyarakat juga dapat mengawasi apakah penggunaan anggaran yang
telah direncanakan sesuai dengan realisasinya. Adanya partisipasi
masyarakat dalam penyusunan anggaran, menjadikan anggaran yang
direncanakan lebih transparan sehingga akan menghindari adanya
kecurangan dan manipulasi.

Hasil Sugiarti & Yudianto (2017), Sapartiningsih, dkk (2018) serta
Dewi & Gayatri (2019) menujukkan bahwa partisipasi anggaran

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
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Partisipasi anggaran oleh masyarakat dapat menjadi media monitoring atas
kinerja yang dilakukan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam
perencanaan anggaran menjadikan pengelolaan lebih terbuka sehingga
mendorong terciptanya akuntabilitas pegelolaan dana desa. Berdasarkan
hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

H3. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa

Pengawasan dilakukan sebagai wujud aktivitas untuk mengoreksi
apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan visi, misi, tujuan,
sasaran, dan program yang ditentukan. Pengawasan diarahkan untuk
menghindari terjadinya penyelewengan. Tujuan dari akuntabilitas itu
sendiri adalah untuk memberikan dan menyajikan beberapa informasi yang
diperlukan serta dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan terutama
masyarakat. Dengan adanya pengawasan akan memberikan sebuah garis
dari pemerintah pusat untuk mengawasi kinerja yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa.

Menurut teori Stewardship, Pemerintah Desa sebagai (steward)
akan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya karena dalam
mengelola dana desa akan diawasi oleh dua pihak yaitu masyarakat dan
pemerintah. Adanya suatu pengawasan membantu terlaksananya kebijakan
yang ditetapkan agar dapat mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien.

Pengawasan atas kinerja Pemerintah Desa menjadi sebuah kontrol,
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sehingga dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir terjadinya
kecurangan. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan maka akan
semakin akuntabel pengelolaan dana desa.

Hasil Penelitian Wibowo (2017) menunjukkan hasil bahwa
kurangnya peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi
dana desa menjadikan pengawasan kurang optimal. Sedangkan hasil
penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) menujukkan bahwa pengawasan
berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana
desa.Pengawasan menjadi sebuah kontrol atas kinerja pemerintahan desa,
maka dalam pelaksanakan kegiatan pemerintah desa harus lebih teliti dan
berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka
dapat diajukan hipotesis:

H4. Pengawasan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa

Perangkat desa merupakan unsur pemerintah desa yang terdiri dari
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa
dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Berdasarkan Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Desa, Perangkat Desa wajib membantu
pengelolaan dana desa, dan tidak adalagi kepala desa yang mengelola
sendiri dana desa untuk kepentingan sepihak. Kepala Desa dan Perangkat

Desa bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
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kebijakan secara periodik. Keterlibatan dari perangkat desa berperan
penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sesuai dengan teori Stewardship, bahwa principals
memberikan wewenang kepada steward untuk melakukan tugas sesuai apa
yang telah diamanahkannya. Kepala desa dan perangkat desa (stewards)
memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolan dana desa serta
bertanggungjawab atas pemanfaatan dana desa yang diberi oleh principal.
Sedangkan Kepala desa bertanggungjawab sebagai pengambil keputusan
atas aktivitas yang dilakukan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

Kepala desa tidak dapat mengelola keuangan desa sendiri, sehingga
diperlukan bantuan dari perangkat desa. Perangkat desa yang profesional
akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang berkualitas. Hubungan
kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa akan menjadikan
pengelolaan dana desa lebih terbuka. Kepala desa bertugas memberi
masukan serta memantau kinerja dari perangkat desa dalam pengelolaan
dana desa. Sehingga dengan demikian adanya keterlibatan perangkat desa,
maka akan mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kerjasama
antara kepala desa dan perangkat desa menjadikan tujuan organisasi
berupa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud.

Penelitian Indrianasari (2017), Wulandari, dkk (2017) dan Setiana
& Yuliani (2017) menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh

positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berperannya
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perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan semakin berkualitas dan
transparan.Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

H5. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadapAkuntabilitas
pengelolaan Dana Desa

D. Model Penelitian

Kompetensi Sumber
Daya Manusia
(KSDM)

Pemanfataan
Teknologi Informasi
(PTI)

Partisipasi H3(+) Akuntabilitas
Penganggaran (PP) Pengelolaan
Dana Desa
(APDD)

H4(+
Pengawasan (P)
H5(+
Peran Perangkat
Desa (PPD)

Gambar 2.1
Model Penelitian




BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Sumber Data dan Teknik Pegumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan
sumber data primer dimana data diperoleh dan dikumpulkan melalui
pengisian kuesioner kepada responden. Data diperoleh secara langsung dari
responden di kantor Desa yang ada di Kecamatan Kajoran Kabupaten
Magelang dengan menyebar kuesioner kepada Kepala desa serta staff yang

ada di Kantor Desa tersebut.

B. Populasi dan Sempel

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa se-Kecamataan Kajoran
Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 29 Desa di Kecamtaan Kajoran yang
mendapatkan Dana Desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Perangkat Desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala

urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan dan kasi kersa.

2. Memiliki masa kinerja minimal 1 tahun.

3. Tingkat pendidikan minimal SMP/sederajat.
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C. Variabel penelitian dan Pengukuran variabel

Tabel 3.1
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Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel Definisi Operasional Pengukuran
Variabel Kewajiban kepala desa dan  Instrumen penelitian ini
Dependen aparat desa (steward) untuk  menggunakan  kuisioner
1. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan, dengan 16 pertanyaan

Pengelolaan menyajikan,  melaporkan, yang diadopsi dari
Dana Desa dan mengungkapkan segala  (Setiana & Yuliani, 2017)
(APDD) aktivitas yang menjadi  dengan indikator 4 aspek
tanggung jawabnya kepada perencanaan, 9  aspek
(principals) yang memiliki  pelaksanaan dan 3 aspek
hak dan wewenang untuk penatausahaan dalam
meminta pengelolaan dana desa,
pertanggungjawaban(Supad yang diukur menggunakan

mi & Saputra, 2018). skala likert 1-5.
Variabel Kemampuan sumber daya Instrumen penelitian ini
Independen manusia untuk  menggunakan  kuisioner
1. Kompetensi melaksanakan tugas dan dengan 7 pertanyaan yang
Sumber Daya tanggungjawab yang  diadopsi dari
Manusia diberikan kepadanya  Sapartiningsih, dkk(2018)
(KSDM) dengan bekal pendidikan, dengan indikator 5 aspek

2. Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
(PTI)

pelatihan, dan pengalaman
yang cukup  memadai
(Abdul, 2010)

Manfaat yang diharapkan

oleh  pengguna  sistem
informasi dalam
melaksanakan tugasnya,

pengukurannya berdasarkan
intensitas pemanfaatan,
frekuensi pemanfaatan dan
jumlah aplikasi atau
perangkat  lunak  yang
digunakan (Thompson,et.al,
1991).

pemahaman pengelolaan
dana desa dan 2 aspek
pengalaman serta kode etik
sebagai perangkat desa
yang diukur menggunakan
skala likert 1-5

Instrumen penelitian ini

menggunakan  Kkuisioner
dengan 5 pertanyaan yang
diadopsi dari

Sapartiningsih, dkk(2018)
dengan indikator 3 aspek
pemahaman terkait
teknologi informasi dan 2
aspek tentang kemampuan
perangkat desa dalam
mengoperasikan komputer
untuk mengelola dana desa
yang diukur menggunakan
skala likert 1-5.
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Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)
Variabel Definisi Operasional Pengukuran
3. Partisipasi Pengaruh keterlibatan ~ Instrumen penelitian ini
Penganggaran  seorang individu dalam  menggunakan  kuisioner
(PP) proses perencanan anggaran  dengan 4 pertanyaan yang
(Milani, 1975). diadopsi dari
Sapartiningsih, dkk(2018)
dengan indikator aspek
kontribusi dalam
penyususnan APBDes oleh
perangkat desa, yang
diukur menggunakan skala
likert 1-5.
4. Pengawasan Upaya sistematik penetapan  Instrumen penelitian ini
(P) standar ~ kinerja  untuk  menggunakan  Kkuisioner
merancang sistem umpan  dengan 4 pertanyaan yang
balik, membandingkan  diadopsi dari
kinerja  aktual  dengan  Sapartiningsih, dkk(2018)
standar, mendeteksi  dengan indikator 2 aspek
penyimpangan, dan  pengawasan eksternal dan
mengambil tindakan 2  aspek  pengawasan
perbaikan untuk menjamin internal kontribusi dalam
sumber data yang  penyususnan APBDes oleh
digunakan  efektif dan perangkat desa, diukur
efisien (Anggraeni, 2014). menggunakan skala likert
1-5.
5. Peran Keterlibatan perangkat desa  Instrumen penelitian ini
Perangkat dalam menjalankan roda  menggunakan  kuisioner
Desa (PPD) pemerintahan yang ada di  dengan 6 pertanyaan yang

desa  tersebut. Selain
berperan dalam
menjalankan roda
pemerintahan perangkat

desa juga memiliki peran
dalam pengelolaan alokasi
dana desa yang cukup besar
(Irma, 2015).

diadopsi dari (Setiana &
Yuliani, 2017) yang diukur
menggunakan skala likert
1-5.

Sumber : data penelitian terdahulu diolah, 2019
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D. Metode Analisis Data

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik
analisis untuk memberikan gambaran tentang jumlah kuesioner yang
kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan
menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean dan standar
deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima.
Statistik deskriptif memberikan gambaran data hasil penelitian dapat
digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data
tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden
terhadap setiap variabel yang sedang diteliti. Analisis deskripif dilakukan

mengacu kepada setiap variabel yang ada pada variabel yang diteliti.

2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid dan tidaknya
suatu kuesioner.Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji
validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah Confimatory
Factor Analysis (CFA). Tujuannya untuk menguji apakah indikator
yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten

berada dalam konstruknya atau tidak.
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Alat uji yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi
antar variabel adalah Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1.
Nilai yang dikehendaki harus > 0,50 untuk dapat dilakukan analisis
faktor dan cross loading> 0,50 untuk menentukan kevalidan dari setiap
item pernyataan (Ghozali, 2018:31).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh
hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali
atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat
pengukur yang sama. Pengujian reliabilitas masing-masing instrumen
peneliti menggunakan koefisien cronbach alpha (a). Jika koefisien
cronbach alpha (a) > 0,70 maka pertanyaan dinyatakan andal.
Sebaliknya, jika koefisien cronbach alpha (o) < 0,70 maka pertanyaan

dinyatakan tidak andal (Ghozali, 2018:45).

3. Uji Regresi Linear Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda
(multiple regression analysis) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,
2018:). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi sumber daya
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi anggaran,

pengawasan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan
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dana desa. Adapun model persamaan regresi linear berganda adalah
sebagai berikut:
APDD = a + B;KSDM + B,PTI + BsPP + B4P + BsPPD+ e
Keterangan :

KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi
PP = Partisipasi Penganggaran
P = Pengawasan

PPD = Peran Perangkat Desa

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

B = koefisien regresi
a = konstanta
e = Error

4. Uji Hipotesis
a. Uji R?

Uji R? digunakan untuk mengetahui kemampuan model
penelitian dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018:97).
Nilai koefisien determinasi R? adalah antara nol sampai 1. Nilai R? yang
kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
variabel dependen amat terbatas. Nilai R?> mendekati 1 berarti variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variasi variabel dependen. Oleh karena itu

penelitian ini menggunakan adjusted R? berkisar antara 0 dan 1. Jika
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nilai adjusted R? semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan
model.
b. Uji f (Goodness of fit)

Uji statistik f pada dasarnya digunakan untuk mengukur
ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (Goodness
of fit). Uji f menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan
variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang
digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018:98). Ketentuan menilai
hasil hipotesis uji f adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat
kebebasan pembilang df = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-
k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas, pengujian dilakukan dengan
membandingkan Kriteria:

1) Jika fhitung™ fravel, atau p value < o = 0,05 maka H, ditolak atau H,
diterima artinya model yang digunakan dalam penelitian bagus
(fit).

2) Jika fhitung< franel, atau p value > a = 0,05 maka H, tidak ditolak atau
H, tidak diterima, maka model yang digunakan dalam penelitian
tidak bagus (tidak fit).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan

dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.
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F
Ho tidak a=3%
ditolak Ho ditolak
//////Zé’//;/,,
F tabel
Gambar 3.1

Penerimaan Uji f
c. Ujit

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh
variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji
t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-
masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai Kritis) sesuai dengan
tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis
uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan
df = n-1 (Ghozali, 2018:98).

a) Jika thitung > tuaber, atau p value < o = 0,05 maka H, ditolak dan H,
diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap
variabel dependen.

b) Jika thitung < tianel, atau p value > o = 0,05 maka H, tidak ditolak dan
H, tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen.



H, tidak Ho ditolak
ditolak m S
0 ttabel
Gambar 3.2

Penerimaan Uji t
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi
sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi
penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil yaitu desa se-kecamatan
Kajoran Kabupaten Magelang dengan teknik purposive sampling dan
diperoleh 134 kuesioner yang dapat diolah.

Hasil uji determinasi Adjusted R Square menunjukkan bahwa
kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,
partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa memberikan
sumbangan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa meskipun
dalam pengujian menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan faktor-
faktor lain diluar model penelitian ini. dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak diteliti atau diluar model penelitian ini. Jadi yang berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan teori Stewardship adalah
pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan, artinya dengan adanya
pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan stewards mampu
menyelaraskan tujuan principals demi tecapainya organisasi. Sedangkan
untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran
dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

68



69

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tingkat validitas yang rendah hal tersebut
dikarenakan jawaban responden pada beberapa item penyataan menjawab
netral.

2. Sampel yang digunakan hanya di desa se-kecamatan Kajoran, sehingga
penelitian ini belum dapat digeneralisasikan di seluruh kecamatan di
Kabupaten Magelang.

3. Penelitian ini hanya meneliti kompetensi sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan
dan peran perangkat desa serta masih banyak variabel lain yang belum

diteliti.

C. Saran
1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar kuesioner diuji terlebih dahulu
sebelum disebar kepada responden agar tingkat validitas dan
reliabilitasnya tinggi.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan menambahkan
sampel desa se Kabupaten Magelang sehingga mudah untuk

menggeneralisasikan hasil penelitian.

3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat
memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti sistem
pengendalian intern (Yesinia, dkk, 2018), komitmen organisasi (Aulia,

2018), dan kepemimpinan kepala desa (Dewi & Gayatri (2019).
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